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Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang —
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, urusan
Pelayanan dasar Penanggulangan Bencana Daerah, adalah urusan wajib
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten; .
bahwa standar Pelayanan Bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagai
tolak ukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan
oleh masyarakat, yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan
daerah;

bahwa berdasarkan pada pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang standar Pelayanan Minimal
Bidang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di
Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang — undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4723);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
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Peraturan Peme Republik Indonesia
ara Repu

Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Neg pube donesia

i b Negara Republik Indonest

Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Neg

Nomor 4585); _

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005\1@&(223
Pedoman Penyusunan dan Penerapai Standar Pelayaa%“ T;mb;han
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor A
1 embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

o e ik <ix Nomor 79 Tahun 2005 tentang

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noimo o
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemermta: ra_n

. . g - ANNE N Ammiaw |
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4394);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Keuangan Daerah,
Provinsi, dan Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 7007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (lembaran Negara RI Tahun
7008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

. Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

" \Indonesia Nomor 4741);
'12 /Peraturan Mg’:nieri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 200
ﬁtang lPedeman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayana
inimal;
}"eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan
;ciua atas ;’ﬁ’atufan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
edoman engelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung

o

13.

4.

15. 2eratu?an .De{:erah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggul '

Kabupaten Gunung Mas J( Lembaran ‘Sﬁi‘i& u}?f&“ tBenéana o
g . Kabupaten Gunt S

Tahun 2010 Nomor 121). ) i A

MEMUTUSKAN :
PELATURAN guPaTI Ggl,ig(; MAS TENTANG _STANDAR
1/ B DANG PEN T B T A NT
BENCANA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS ANGGULANGAN
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

P e
Pemerintahan Kabupaten adalah Pemeri
i Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas;
= 2
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10.
11.
12.

13.

14.

Tujuan ditetapkannya Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanggulangan

Bupati adalah Bupati Gunung Mas;

Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas; . .
Organisasi  Perangkat Daerah (OPD) adalah instansi yang
menangani/melayani bidang Penanggulangan Bencana Daeran;

Standar pelayanan Minimal ( SPM) Bidang Penanggulangan Bencana
Daerah adalah ketentuan tentang jenis dan mufu pelayanan dasar bidang
Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan urusan wajib daerah yang
berhak diperoleh setiap masyarakat daerah secara minimal;

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yaing mengancain de'in
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik
oleh faktor alam dan/ataufaktor non-alam maupun faktor manusia sehingga

3 1 31 anncia or11Q }'Qn '[inn maoan
menoakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,

kerugian harta benda, dan dampak psikologis; o
Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa
bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor;

Bencana non-alam adaiah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwaatau
rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yangmeliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. dan teror,

Urusan wajib bidang Penanggulangan Bencana Daerah adalah urusan
pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar bidang
Penanggulangan Bencana Daerah yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh
peraturan perundang — undangan kepada daerah;

Pelayanan Dasar Bidang Penanggulangan Bencana Daerah adalah jenis
pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan
Penanganan Penanggulangan Bencana di Daerah;

Jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan kegiatan wajib;
Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang
digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi
dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil
dan/atau manfaat pelayanan;

Target tahunan adalah nilai presentase atau nilai satuan pencapaian kinerja
pada tahun vang bersangkutan.

Pasail 2

Bencana Daerah di Kabupaten Gunung mas adalah :

1.

Menjamin akses bagi masyarakat yang mengalami bencana di Kabupaten
Gunung Mas untuk mendapatkan pelayanan dasar bidang Penangguiangan
Bencana sesuai dengan SPM bidang Penanggulangan Bencana Daerah yang
ditetapkan oleh menteri Dalam Negert; -

Acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam perencanaan program
encapaian target SPM

Pasal 3

Fungsi SPM Bidang Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

1
i.

ATod cnsadale mnmalncnnlon dasamzmnliaers Loaea d2o2 et Sani
Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata — rata minimal yang harus
dicapai Pemerintahan Kabupaten sebagai Pelayanan Bidang Penanggulangan

Bencana Daerah kepada Masyarakat;
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Tolak ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah
berkaitan dengan pelayanan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;

Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan bidang
Penanggulangan Bencana Daerah kepada masyarakat berbasis anggaran
kinerja;

Acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD
pelayanan bidang Penanggulangan Bencana Daerah;

Alat monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan urusan wajib pelayanan
bidang Penanggulangan Bencana Dacrah pemerintah Kabupaten Gunung
Mas.

BAB IT

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 4

e A xaes

Pemerintah menyelenggarakan pelayanan bidang Penanggulangan Bencana
sesuai dengan SPM bidang Penaggulangan Bencana Daerah yang terdiri
dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.

(2) Jenis pelayanan indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada atat

m

ukur (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan suatu kesatuan yang tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal §

Jenis pelayanan yang disclenggarakan olch pemerintah secbagaimana

dimaksud dalam pasal 4, merupakan pelayanan dalam rangka

penanggulangan masalah Bencana Alam dan Non Alam diwilayah

Kabupaten Gunung Mas, yang terdiri atas :

a. Menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan
penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi
bencana dan situasi terdapat potensi terjadi bencana sesuai dengan
standar pelayanan minimal.

b. Menjamin pemenvhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena

bencana dalam situasi tanggap darurat sesuai dengan standar

Penalayanan Minimal;

Menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena

bencana pada tahap pascabencana sesuai dengan standar pelayanan

minimal.

o

Dsneadasn mrosmanilbooiatan  bdane Penanoonlnean Bencans Dassah
) Pengadaan program/kegiatan bidang Penanggulangan Bencana Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Meliputi :

a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;

. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

. pengorganisasian, penyuluhan, pelatthan, dan gladi tentang mekanisme

tanggap darurat;

penyiapan lokasi evakuasi;

f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap

tanggap darurat bencana; dan

o

o0

o

e

penvediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan uniuk

Sy

pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.



(3) Pengadaan program/kegiatan bidang Peﬁarggu}angan Bencana Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf' b Mehputl': .
a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian,
dan sumber daya;
penentuan status keadaan darurat bencana;
iaenyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;

. pemenuhan kebutuhan dasar;

perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
f. pcmulihan dengan scgera prasarana dan sarana vital.

(4) Pengadaan program/kegiatan bidang Penanggulangan Bencana Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ Meliputi :

a. Rehabilitasi atau perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan
publik dan masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah
pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya
secara wajab semua aspek pemerintah dan kehidupan masyarakat pada
wilayah pascabencana.

b. Rekontruksi atau pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat
pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan
berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya
hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam
segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

oep T

Penetapan indikator kinerja dan target SPM bidang Penanggulangan Bencana
yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, merupakan target
pelayanan minimal yang harus dicapai secara bertahap dari tahun 2011, 2012
dan 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB 11
PENGORGANISASIAN
Pasal 7

(D) B}{p&lti bﬁ:rtanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pelayanan dasar
b%dang Penanggulangan Bencana Daerah  sesuai SPM sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

2) Penyel@nggaraan pelayanan bhidang penanggulangan Bencana Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi perangkat
Daerah yang membidangi pelayanan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu
Badan Pcnanggulangan Bencana Dacrah Kab. Gunung Mas. )

(3) Penyelenggaraan pelayanan bidang Penanggulangan Bemcama Daerah

sesuai dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)
- < + b
dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi dibidangnya

Bl ) Gae



PELAKSANAAN
Pasal 8

(1) SPM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 aya} “(2) mempakafl ag‘lsan dal?r?l
~ perencanaan program pencapaian target SPM secara bertanap ©Ol€

i Mas.
pemerintah Kabupaten Gunung _ .
2) Perencanaan Program Pencapaian Target sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan berdasarkan pedoman teknis stapdar pelayanin mlrilmal
bidane Penanggulangan Bencana Dacrah yang ditetapkan oleh peraturan

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemer
Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Organisasi Perangkat Daerah menentukan target pencapaian masing — masing
o eninn momnlanonnan daeran
indikator SPM dan memasukannya dalam program pemboangundil Gacidil

BAB V
PEMBINAAN
Pasal 10

(1) Bupati melakukan pembinaan penerapan SPM bidang Penanggulangan
Bencnaan Daerah pada organisasi perangkat daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) peraturan ini dalam
bentuk fasilitasi pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan
teknis, pendidikan dan pelatihan atau bantuan teknis lainnya yang
mencakup :

a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai
SPM, termasuk kesenjangan pembiayaannya;

b. Penyusunan Rencana Kerja dan standar kineija pencapaian SPM dar
penetapan target tahunan pencapaian SPM;

c. Penilaian pengukuran kinerja;

d. Penyusunan laporan kinerja dalam menyelenggarakan pemenuhan SPM
bidang Penanggulangan Bencana Dacrah.

o

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 11
Pelaksanaan  pengawasan dalam  penyelenggaraan pelayanan bidang

Penanggulangan Bencana Daerah sesuai SPM dilakukan oleh Organisasi
Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.



BAB VII
PELAPORAN
Pasal 12
Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan bidang
Penanggulangan Bencana Daerah malaksanakan pelaporan pencapaian kinerja
pelayanan bidang Penanggulangan Bencana Daerah sesuai SPM setiap 6 bulan
sekali kepada Bupati, Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNPB.
BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 13
Sumber pembiayaan pelaksanaan bidang Penanggulangan Bencana Daerah,
untuk pencapaian target sesuai SPM seluruhnya dibebankan pada APBD
Kabupaten Gunung Mas dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
BAB IX
TENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal — hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai
teknis pelaks aan akan diatur lebih lanjut.

*""“1§ ) 49 Pasal 15
5 9
! ,.’:_P":crammntil i _berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat
| acimengetahuinyaly idomerintahkan pengundangan ini dengan penempatannya
——dalam Beritz ! Zég,}m])aten Gunung Mas.
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PIRAN PERATURA
w&?om . TAHUN2OOE
TANGGAL . 28 AGUSTUS T

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

P - pom
U
P

1\\ e TARGET PENCAPAIAN SATUAN KERJA/LE
4 A a q EC INDIKATOR KINERJA NILAI - . - EMBAGA -
JENIS PELAYANAN DASAR c_@mwﬁwmmm\ou>4>z ______ B _ 2011 | 2012 | 2013 PENANGGUNG JAV/AB PENJELASAN
- -3 - 3 4« | 5 | 6 7 8 5
,_%\_x\.\.lz\\.;\l.‘.\x\,,,x,\x,.i\.iﬂmm\mamﬂvBmzawnmza:
niamin _ Pemenuhan hak masyara ! p—
zﬁw: «_‘m_m:@m_mqmm: vm:msom..zm:@m: bencana an.ﬂ_ma. situast .zamr
ﬂm.m& bencana dan dalam situas! ada potensi terjadibencana..___4 _ - T :
%Lﬂm\:&&mgaﬂmm@ “encana penaggulangan bencana. Perseniase (k) odpaian indikaior penetl | gy | 30y | 403 | 60% Badan Penangggulangan Bencana 80% Tahun
. Peny - I ,@mﬁmq mm”w\_.wmamc_mzmﬂd cm:ow:m chcnma_,___.._« Daerah Kabupaten Gunung Mas %015
e masangan  dan pengujian  sSistim Persentase (%) daera ecamatan yang memiliki o % | 309 . Badan Penangggulangan Bencana 80%
2 vm@mﬁ”_wﬂ_%_ pemaséng peringatan dini. % | wm | S okt Daerah xma:mmaw: omé:@ Mas \moﬁmm::_,_
..... peringatandinl._____————— o n pemenunan | Persentase (%) korban bencana yang mem- | g .
3. _mmm%aﬁ”:gmmwﬂs penyiapa # peroleh bantuan kebutunan dasar., A% | 65% | 5% 90%
gbutuhé ar " tentang | PerS %) jumlah kelompok orang yang ter-
. S an, peneliian dan gladi tentang | Pe sentase (%) jumlah p g yang 0 o | 400 8
4, nmzcoamz_ﬂm m.“m:w u%hqﬁ%j P | ibat dalam mekanisme 12ngogap darurat. 60% | 20% | 40% | 60%
_x\e‘m\wﬁwﬁm@‘gﬂ,\ri\\lzi — T Persentase (%) jumiah tempat evakusi dibanding | ;a0 | 30% | 50% .y
5. Penyiapan lokasi vakla> | kan dengan jumiah penduduk. i b | 50% | 70%
e dan pemutatiran prosedur | Persentase (%) jumlah data yang terpenuhi untuk _ -
6. ﬂmsﬁmwmw%amwmaw% mmmﬁsmmh P kegiatan penanggulangan bencana. 60% | 20% | 35% | 60%
€ m«u a \I|tts.xl.. A e g Borc 0, i .||n A )
o bahan, baran dan peralaten untuk | Persentase (%) jumlah vﬁm_mﬁs penanganan _ ; -
' Wmima“_.ﬂﬂ wwrwﬂf\nw“wwwz_u;mma:m a%w%sm. bencana dibandingkan dengan jumlah kecamatan S0% | 10% | 30% | 50%
emen > © e ——
- 1\,\\\.\\.3».!‘\\.1‘\1:\1'“ mxmhﬂmmcm vm:m::@ww yang terkena
Menjamin pemenuhan hak masy ,ﬁ . SPM
olam situasi tanggap darurat sesua dengan SPM. | . . .
wm%wbm\mmﬁﬁwn\mﬂ%mmmmmmm%m tepat terhadap lokasi, kerusakan, Persentase (%) jumlah hasil evaluasi terhadap S0 | 0% | 40% | 50%
1 mmsafm_q_.m%mz mraumq daya wilayah yang terkena bencana. , . i Rt
erugian da S e benc = pan — T Persentase (%) jumlah kejadian bencana yan
o rurat bencana. ersentase (%) jumiah Ke) cana yang y % -
2 Penentuan stastus keadean da ditetapkan statusnya menjadi darurat bencana. 95% | 50% | 78% | 95%
T | Pets P e e
3 o %@mﬁmﬁs dan evakuasl masyarakat terkena bencana. @MHMMN VM %mﬁm_ms tempat evakuasi terhacdap 90% 50% 80% 5%
ey ———""""""" persentase (%) jumlah kebutuhan dasar yang ,
y r G, 0 0
4 Pemenunan kebutuhan das? | tersedia dibandingkan dengan kena bencana. %% | 70% | 80% | 90%
.w.nwmmﬁma@ﬂmamm%ﬂm_m}.ﬁiuox rentan. Persentase (%) jumlah kelompok rentan. 50% | 10% | 30% 50%
> e Gan sarana vital =T Persentase (%) jumlah sarana/prasarana vital per
8 Pemulinan dengan segera prasarana dan sarana vita apndh mz.A b)] P 0% | 20% | 40% | 60%




NO

JENIS PELAYANAN DASAR DAN SUB KEGIATAN

INDIKATOF. KINERJA

TARGET PENCAPAIAN
201" 2012 2013

NILAI

SATUAN KERJA/LEMBAGA
PENANGGUNG JAWAB

PENJELASAN

2

4 5 6 7 8

9

Menjamin Femenuhan hak masyarakat dan pengusi yang terkena
bencana pada tahap pascabencana :

1. Rehabilitasi atau perbaikan dan pemulihan semua aspek
pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana
dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya
secara wajar semua aspek pemerintah dan kehidupan
masyarakat pada wilayah pascabencana,

Persentase (%) jumlah sarana dan prasarana
pelayanan umum yang telah di rehabilitasi dan
diperbaiki.

50% 10% | 30% 50%

2. Rekontruksi atau pembangunan kembali semua prasarana dan

sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada
tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran
utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian,
sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan
bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

Persentase (%) jumlah saranan dan prasaranén
pelayanan umum yang telah dibangun kembali.

50% 10% 30% 50%
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